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BAB V 

PENUTUP 

 

KESIMPULAN 

Dari beberapa uraian pembahasan diatas mengenai pertanggungjawaban 

penyidik KPK yang melakukan tindak pidana dalam penanganan kasus tindak 

pidana korupsi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Cikal bakal terbentuknya KPK ialah berdasarkan pada lahirnya Undang – 

Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang 

Tindak Pidana Korupsi; 

b. KPK merupakan lembaga ad hoc yang bergerak di bidang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya kasus tindak pidana korupsi 

yang melibatkan aparat atau pejabat negara, meresahkan masyarakat dan 

menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 M (satu milyar rupiah); 

c. KPK memiliki tujuan sebagai salah satu upaya pemerintahan dalam 

menegakkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN ( Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme ) paskah menandatangani Ratifikasi Internasional 

Convention Against Corruption tahun 2003 silam; 

d. Selama ini KPK dalam penegakan hukum acara pidana khususnya dalam hal 

proses penyidikannya menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam 

menangani perkara kasus tindak pidana korupsi dimana terdakwa mempunyai 

hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, 

sistem pembuktian terbalik ini berlaku pula bagi pegawai negeri yang diduga 

melakukan tindak pidana korupsi;  
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e. KPK sebagai Komisi Pemberantas Korupsi memiliki sebuah peraturan 

perundang – undangan yang mengikatnya dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai alat pemberantas korupsi di negara ini yakni Undang – 

Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, dimana didalam undang – undang ini secara garis besar telah 

mencantumkan tata cara, letak kewenangan – kewenangan maupun sanksi yang 

akan diberikan kepada KPK dalam menjalankan kinerjanya; 

f. Pegawai KPK menurut PP nomor 63 tahun 2005 Jo PP nomor 103 tahun 2012 

tentang sistem manajemen SDM KPK terdiri dari pegawai tetap, pegawai 

negeri yang dipekerjakan oleh KPK dan pegawai tidak tetap; 

g. Penyidik KPK adalah pegawai KPK yang mempunyai skill, kompetensi dan 

kemampuan yang profesional untuk melakukan penyidikan, dapat berasal dari 

pegawai tetap KPK atau pegawai negeri yang dipekerjakan oleh KPK; 

h. Pegawai KPK, berlandaskan pada pasal 15 ayat 6 PP nomor 63 tahun 2005 Jo 

PP nomor 103 tahun 2012 dan pada UU nomor 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 1 angka 2 huruf c merupakan 

pegawai yang menerima penghasilan yang berasal dari APBN dan dapat 

disebut sebagai pegawai negeri; 

i. Oleh karena itu segala bentuk tindak pidana mengenai korupsi khususnya suap 

pasif (gratifikasi) yang diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 

tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga berlaku bagi 

pegawai KPK atau penyidik KPK yang notabene statusnya adalah pegawai 

negeri dan dimungkinkan pula dapat melakukan penyelewengan terhadap 

kewenangan yang dimilikinya dalam penanganan kasus korupsi; 
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j. KPK memiliki kode etik yang wajib dipatuhi bagi seluruh anggota KPK tanpa 

terkecuali dan diatur dalam bentuk Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi 

nomor 05 P.KPK tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai; 

k. Dalam kode etik KPK tersebut mengatur mengenai larangan – larangan dan 

sanksi – sanksi bagi pegawai KPK. 

l. Terhadap jenis penyimpangan – penyimpangan yang dimungkinkan dapat 

dilakukan oleh pegawai KPK atau penyidik KPK telah ditolerir terlebih dahulu 

dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK pasal 36, 37, 65, 66 dan 67 dan 

dalam Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai yakni 

pasal 7 ayat 2 yang mengatur mengenai jenis larangan – larangan bagi pegawai 

atau penyidik KPK sebagai salah satu bentuk dari upaya pencegahan 

(preventif) sebelum terjadinya pegawai KPK yang melakukan penyelewengan; 

m. Bentuk – bentuk tindak pidana dalam UU nomor 31 tahun 1999 yang 

dimungkinkan dapat dilakukan oleh pegawai KPK atau penyidik KPK adalah 

tindak pidana suap menerima gratifikasi (suap pasif), tindak pidana 

penggelapan, tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana merusakkan alat 

bukti yang dalam hal ini dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK 

yang telah menerima suap mengingat barang bukti ada dalam kekuasaannya; 

n. Bentuk tidak pidana yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK 

hanyalah tindak pidana yang berjenis penyalahgunaan wewenang; 

o. Pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana dalam 

menjalankan kinerjanya menangani kasus tindak pidana korupsi dapat berupa 

sanksi administratif dan sanksi pidana penjara, dimungkinkan pula sanksi 

pidana mati apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu. 
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SARAN 

 Dari hasil kesimpulan pembahasan diatas, maka ada beberapa saran yang 

penulis rekomendasikan perihal pertanggungjawaban penyidik KPK yang 

melakukan tindak pidana dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yakni 

sebagai berikut : 

a. Untuk menanggulangi agar tidak ada pegawai KPK atau penyidik KPK yang 

melakukan tindak pidana pada saat menjalankan kinerjanya dalam penanganan 

kasus tindak pidana korupsi, maka hendaknya pemerintah merevisi mengenai 

larangan – larangan bagi pegawai KPK dalam UU nomor 30 tahun 2002 agar 

lebih diperjelas baik substansi maupun sanksi, mengingat kewenangan yang 

dimiliki oleh pegawai KPK lebih luas dari wewenang pegawai negeri pada 

umumnya terutama dalam hal proses penyidikan tindak pidana korupsi, 

sehingga dengan wewenang yang lebih besar maka harus disertai pula dengan 

tanggung jawab yang besar pula; 

b. Hendaknya bagi pegawai KPK atau penyidik KPK yang melanggar atau 

melakukan bentuk tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU 

nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan 

tindak pidana korupsi maka pengenaan sanksi pidananya harus disertai dengan 

alasan pemberat mengingat KPK dibentuk oleh undang – undang ini untuk 

menjalankan dan menegakkan apa yang diatur dalam undang – undang ini guna 

memberantas dan menanggulangi korupsi sehingga seharusnya memberikan 

contoh positif bagi pegawai negeri yang lain, bukannya malah memberikan 

contoh negatif; 
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c. Hendaknya apabila sampai ada pegawai KPK yang melakukan tindak pidana 

korupsi yang dilakukan dengan sengaja atau adanya niatan, maka harus 

diberikan sanksi maksimal dan tiada alasan pemaaf karena telah mencederai 

kepercayaan bangsa dan masyarakat terhadap dirinya sebagai pegawai KPK; 

d. Hendaknya pemerintah melakukan revisi terhadap sanksi hukuman mati dalam 

UU nomor 31 tahun 199 Jo UU nomor 20 tahun 2001 karena dinilai kurang 

konsisten dan kurang sesuai alasan pemberatnya; 

e. Hendaknya pemerintah melakukan revisi terhadap UU nomor 30 tahun 2002 

tentang KPK utamanya dalam ketentuan pidananya, dimana hendaknya UU 

KPK harus mengatur mengenai larangan tindakan pembocoran surat rahasia 

negara beserta dengan sanksinya yang lebih berat apabila dilakukan oleh 

pegawai KPK sebagai pegawai lembaga supervisi yang notabene perbuatan 

tersebut merupakan tindak pidana atau pelanggaran pidana karena telah diatur 

dalam pasal 112-116 KUHP, bukan hanya merupakan semata pelanggaran 

kode etik belaka seperti yang diatur dalam Kode Etik KPK. Oleh karena itu 

perlu adanya evaluasi kembali dimana telah ada persimpangan antara norma 

yang tinggi dengan norma yang rendah. 

f. Hendaknya pemerintah melakukan revisi pula terhadap UU nomor 43 tahun 

1999 tentang Kepegawaian agar lebih meminimalisir celah hukum yang sarat 

dilanggar, guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas tidak hanya pegawai 

KPK saja tetapi juga seluruh pegawai negeri di Indonesia dengan 

mempertimbangkan asas good governance; 

g. Hendaknya dilakukan penambahan poin mengenai larangan – larangan dan 

sanksi – sanksi yang disertai dengan penyelesaian dalam kode etik pegawai 
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yang dimiliki oleh KPK dengan tujuan untuk mencegah dan meminimalisir 

penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh pegawai KPK; 

h. Hendaknya pemerintah lebih menindak tegas para pelaku korupsi baik dari segi 

peraturan maupn dari segi sanksi guna tercapainya tujuan pemidanaan yakni 

menimbulkan efek jera sekaligus pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak 

diinginkan kelak seperti adanya pegawai KPK yang melakukan tindak pidana 

dalam penanganan kasus tindak pidana korupsinya; 

i. Saran penulis hendaknya menambahkan sanksi bagi pegawai KPK yang 

melakukan tindak pidana korupsi yakni sanksi mempailitkan harta dan aset 

kekayaan pegawai KPK yang melakukan penyelewengan tersebut. 
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